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Ringkasan

Artikel opini Al Araf di harian Kompas menjelang peringatan sepuluh tahun
pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib (7 September 2004). Membuka
dengan pertanyaan kedua anak Munir, Alif dan Diva, kepada ibu mereka
Suciwati, penulis menyoroti bahwa meski pelaku lapangan telah dihukum,
aktor utama pembunuhan masih bebas dan janji Presiden SBY menjadikan
kasus Munir sebagai test of our history belum terwujud. Dugaan keterlibatan
oknum Badan Intelijen Negara menunjukkan watak intelijen yang masih
memandang gerakan HAM dan demokrasi sebagai ancaman. Merujuk David
L. Carter, ia menguraikan ciri intelijen yang tidak efektif dan mendesak
reformasi fungsi, kelembagaan, dan budaya intelijen di luar UU Nomor 17
Tahun 2011: menjadikan BIN institusi sipil, memberi ruang bagi agen sipil,
dan mengakhiri impunitas. Penulis mengusulkan agenda bagi pemerintahan
Jokowi-JK, yakni menunjuk kepala BIN dari kalangan sipil yang bebas dari
pelanggaran HAM dan menuntaskan kasus Munir sebagai indikator

perubahan dunia itelijen.
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Dalam aspek kelembagaan, re-
formasi intelijen perlu melaku-
kan perubahan institusional BIN
menjadi institusi sipil. Sebagai
lembaga intelijen negara, seha-
rusnya posisi-posisi strategis di
BIN diisi oleh orang-orang sipil
atau purnawirawan TNI-Polri
yang memiliki kapasitas kecer-
dasan di atas rata-rata. Selama ini
posisi puncak dan strategis di
BIN lebih dikuasai oleh anggota
militer aktif. Padahal, militer su-
dah memiliki badan intelijen sen-
diri, yakni Badan Intelijen Strate-
gis (Bais). Hal ini akan meng-
ganggu regenerasi intelijen yang
berasal dari sipil yang sudah lama
dididik dan direkrut oleh BIN.

BIN harus menerapkan pola
manajemen yang baik sehingga
agen intelijen yang dimiliki tetap
dinilai sebagai aset yang mahal.
Para agen sipil yang sudah ber-
karier lama di BIN sudah se-
pantasnya mendapatkan ruang
yang besar untuk menduduki be-
berapa jabatan strategis di BIN.
Dengan demikian, secara lang-
sung atau tidak langsung kondisi
ini akan memperbaiki kinerja in-
telijen.

Selain itu, reformasi intelijen
juga perlu mengikis habis wa-
risan budaya intelijen masa lalu
yang militeristik, dan kebal hu-
kum, menjadi budaya intelijen
yang profesional dan tunduk ter-
hadap negara hukum serta ken-
dali demokratis. Konsekuensi-
nya, jika ada agen intelijen yang
terlibat pelanggaran hukum ter-
hadap warga negaranya sendiri,
harus dibawa ke proses hukum
dan bukan malah dilindungi (im-
punitas). Dalam negara demo-
krasi yang berbasis negara hu-
kum, akuntabilitas intelijen me-
rupakan sebuah kemutlakan
yang harus dipenuhi oleh lem-
baga intelijen.

Agenda Jokowi

Proses reformasi intelijen ne-
gara sudah selayaknya menjadi
agenda penting bagi pemerin-
tahan Joko Widodo-Jusuf Kalla
(Jokowi-JK). Membangun inte-

£

adi pekerjaan rumah yang

Jlnﬂﬂmktunm:‘hun-M"# \
ikian, ormasi

dem proses

nal tentu men~
yun(profuio jak

telijen sipil dapat terwujud. Na-
mun, calon kandidat kepala BIN
itu tentu harus bebas dari ma-
salah yang terkait dengan kasus
pelanggaran hukum dan HAM
serta memiliki komitmen me-
lakukan perubahan di dalam tu-
buh BIN demi terwujudnya BIN
yang profesio

nal.
Lebih dari itu, di tengah hari

peringatan 10 tahun meninggal-

nya Munir, pemerintahan Joko-

wi-JK diharapkan dapat menun-

taskan kasus pembunuhan Mu-

nir yang diduga melibatkan ok-

num pejabat intelijen negara pa-

da masa lalu. Pandangan pesimis-
tis dari sebagian kalangan bahwa
Jokowi akan sulit menyelesaikan
kasus Munir akan sangat baik
jika dijawab oleh Jokowi bahwa
ia akan berkomitmen menyele-
saikan kasus Munir. Penuntasan
kasus Munir akan menjadi in-
dikator kalau dunia intelijen te-
lah berubah karena dunia in-
telijen tidak lagi kebal hukum
dan tunduk terhadap kendali de-
mokratis.

Dengan slogan kemenangan

Jokowi adalah kemenangan rak-
yat, penuntasan kasus Muml' se-
layaknya jadi agenda prioritas pe-
merintahan Jokowi-JK meng-
ingat rakyat sangat menantikan
keadilan atas kasus Munir. Se-




